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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLURA '

NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG

RETRIBUSI PELQYANRN PEHAKQMAN DAN PENGABUQN HHYQT

DENGRN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPQLA DAERAH TINGKAT II BLORA

@ .

“bahwa dengan telah dltetapkannya Peraturan Peme~_  :
‘rintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari °

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang . Pajak . 7
‘Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan: Daerah. ;. . 2/
Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Pajakfu*?

Daerah dan Retrlbu$1 Daerah perlu disesuaikan.,"

~bahwa untuk malakaanakan panyesuaxan sabagaimana,fi, o
- dimaksud huruf a diatas, maka perluy menyusun. - dan: L
menaetapkan Peraturan Daerah - Kabupaten : Daerah'j'i'_
Tingkat II Blora tentang Retribusi Pelayanan Pemaf“fff R

kaman Dan Pengabuan Mayat.

Undang- undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturaan' , 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Nedara Republik . - -0
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran_*'”"'

Negara Republzk Indon951a Nomor 2043). .

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok~ fff‘$f:
pokok Pemerintahan ©0i Daerah (Lembaran . Negara -~ - -/

S

_Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem~fnif;“i
bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam ' Lingkungan TR
Propinsi Jawa Tengah (Berita‘ Negara Rapublik;*&iﬁhm
~ Indonesia Tahun 1950) e R .

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahanf3fiﬁ‘;

Lembaran Negara Republik.xndonEsia Nomor 3037),

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukumﬂc?“;
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia .. - -
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara';.*“

Republik Indonesia Nomor 3209); s

Undang-undang ‘Nomor 23 Tahun 1992 tentang Ke$a~fl{,_,_
hatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . ..
1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik T

Indonesia Nomor 3495)

Undanguundang ~ Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak“~7: 1
Daerah 0an Retribusi Daerah ( - Lembaran: Negara. -

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan



1.

1Z.

4.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Yahun L1787 tentang
Fenvediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan
Tempat Pemakaman {Lembaran Hagara Fepublik
Incionesia Nomor 15 Tahun 1987 Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 3350);

Paraturan Pemerintah Republik Indonmzia Homor 20
Tahun 1997 tentang Retribusi Oasrah { Lembaran
MHegara Ropublik Ipdonesia Yahun 1997 Homor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
BEO2): -

Paraturan Menteri Dalam NMegeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang P2labksanaan Anggaran Pandapatan dan Belanjia
Dasra

Paraturan Menteri Calam Megeri Momor 2 Tahun 1996
tentang Parubashan Peraturan Hanteri Dalam. Negoeri
Homor 2 Tahun 1294 tentang Pelaksanaan anggaran
Pendapatan Jdan Belanja Daerah; .

Keputusan HMenteri Dalam Negeri Momor 26 Tahun 1986
tentang Fedoman Pglaksanaan Peraturan Pemerintah
Momaor 92 Tahun 1987 tentang Penvediaan Dan  Penggu-
naan Tanah Untuk Keperluan Tempal Pemakaman,

keputusan Menteri Dalam Negeri Homor 4 Tahun 1993
tentang Eentuk Peraturan Qaesrah Oan Peraturan
Daaran Perubahang

Keputusan Menteri Ualam Megeri Nomor L71 Tahun 1997
tentang Prosadur Pengesahan Feraturan flaerah
tentang Pajak Lan Retribusi Daerahs

haputusar Menterl Oslam degeri Nowmor 174 Tabhun 1597
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Da@rah;

raeputusan Ment=ri Dalam HNegeri Homor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan DI Sidang  Retribusi
Uaeraki;

Keputusan Menteri Oalam Negeri Momor 45 Tahun L99%
tantang Tata taskah Oinas 01 Lingkungsn Pemerintah
Kabupatsn/sotamadyve Daerah Vingkat [1:

Raputusan Menteri Galam Megeri Nomor 119 Tahupn 1995
tentang Ruang Lingkup dan Jeniz-jenis Retribusi
Gaerah Tingkat 1 dan Dasrab Tingkset $1.

Peratuwran Baerah kRabupaten Dacrah Tingkat 1 Blora
Homar & Tahun 1288 tentang Fenvidik Pegawai  HNegeri
Figdll 01 Lingkungan Pemerintab  kebupaten Dasrah
Vinghkat 11 Blora { Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah
Fingkat 1 Blora Tahun L2058 Homor % Seri 0 Mossor
4%,

Dengan  persstujuan Dewan Paerwakilan Rakysat Daerah Kabupatan Dasrah

Tingkat 11 Blora

MEMUT UL KAH



Menetapkan & PERATURAN OAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT (1 BLORA
- TENTANG  RETRIBUST PELAYANAN PEMAKAMAN  DAaN PLHGABUAN
MAYAT .

BaiB 1
RKETEMTUAMN UMUM
rasal 1L

Dalam Peraturan Dasrah int yvang dimaksud dengan =

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Blora;

k. Pemerintah ODaerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat X1
Blora; :

¢. Kepala Daesrah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Blora;

d, Retribusi Palavanan Pemakaman Dan Pengabuan Maval vang seianjut-
nya ddisebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembavaran
atas jasa pelayvanan pemakaman dan pengabuan mavat vyang <disedia-
kan oleh Pemerintah Dasrah;

. Wajiib Retribusi adalah orang pribadi ataun badan vang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembavaran retribusi, termasub pemungut atau pemotoug retribusi
tertentu;

f. Surat Pesberitahuan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat
SPTRD  adalah asyurat vang <figunakan oleh walib et ibuzi  untuk
melaporkan perhitungan dan pembavaran retribusi  yang terutang
manurut Peraturan Daerah;

g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnva dizingkat  SKRRO
adalah Surat kReputusan vang menontukan besarnyva jumlah  retribusi
tarutang;

h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang morupakan
batas waktu bagi waiibk retribusi untuk memanfaatkan jasa clari
Pemerintah Oasrah; '

1. Swrat Ketetapan Rebribusi Daerah Kurang Bavar vang selanjutnva
disingkat SKRODKE adalab surat keputusan vang menentukan LOSErnve
retribusi daerah vang taerutang;

C 3. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah Kurang Bavar Tambahan vang

selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan Yandg
menentukan tambahan atas  jumlah retribusl deaerah vang telah
ditetapkan; : :

K. Surat Tagilhan Retribuci Daerah vang selanjutnva dizingkat STRO
adalah  surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
adminiztrasi berupa bunga dan atau denda.

B AR 11
MaMe, OBYER DN SUBYERK RETRIBUST
Pasal &

MHama Retribusi adalab Retribusi Pelavanan Pemakaman Dan  Pengabuan
Mavat. :

Pasal 3

Obwelk  Retribusi adalah setiap pelayvanan pemakaman dan  peongabuan
mayvat.

Pasal 4

C Bubyek Retribusi adalah orang pribadl atau badan vyang mencapatkan

pelavanan pemakaman dan  pengabuan  mavat.



g B Il
GO ONGON RETRIBUS L

Prasal 5

Retribusi Inl termasuk Galanganyﬁﬁtribuﬁi Jasa Umum.

BapB Iv
CARA MENGURIE T IMNGKAT PENGGUNASH NGO

PFasal &

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan klasifikasi
luas, waktu dan jumlah.

BaB Vv

PRINSTP PENCTARAN, STRUKTUR DAN BESARMNYA
TaRIE RETRIBUST

i~asal 7

Prinsip penetapan tarip recribusi adaiah untuk biava @ wdwministrasi,
pambakaran dan pembinaan.

(1)

Pasal {3

Struktur dan besarnva tarip retribusi ditetapkan sebagai beri-

kut s '

. Tempal Pemakaman:

Lo Ukuran 2 m X 4L om Rp. 20,000 -

2. Uuran luas 5,.75% m2 Rp. 40,000, -

3. Ukuran lebih dari 5,70 mi setiap m2 Rp. 75,000,
dan tidak boleh lebit cdari o m2.

. Mendirikan bangunan diatas tanah kubur
1. Untuk ukuran 2 m X L wn Rp. 40.000,-

. Untuk ukuran luas 3,7% ol Rp. 75.000 -
B. Untuk ukuran lebih dari luas 35,7% w2 dan tidak boloh lebih
dari & m2 Rp. S0 000, -

C. Penguburan kembali/pembongkaran lenasah sebesar 0% dari
tarip tersebut huruf a pasal ini;

4. Pesan tempat kubur selama ¢ tahun menunggu penguburan dikena-
kan retribusi sebesar 5 kali tarip tersebut hurut a pasal
ini;

&, Pengabuan mavat Rp 150,000,

Hak Pemakaian atas tanah makam/uburan  berlabku  anbuk Jangka
wakity 2% Tahun.

Hak pemakaian atas tanah makam/kKuburan sebagaimana tarseabut
avat (2) pasal ini, dapat diperpaniang dengan WMABI . Vand Samé,
gatelabh yvang berkepentingan membavar retbribusi sgbagaimana
tersebut avat (1) pasal inl.

Penguburan jonasah  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
atau  bagl keluarga vang tidak mampu  dengan menunijukan surat
kaeterangan dari Kepala ¥eluraban/Desa tidak dikenakan retri-
busi.



oo vl
Yarlses LaRRA PKNUNQQTQN DAl WItaYaH PEMUNMGUT S
Fasal @

f11 Retribusi dipungut  dengan smenggunakaen SKRD atau  cokumen  lain
vang dipersamakan.

{2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dislihkan
kepada pihak ketiga/diborongkan.

{3} Retribusi terutang <dalam  mesa retribusi, terisds pada  saat
mendapatkan  pelavanan pemakaman dan pangabuan mayst yvang dis
diakan Pemerintah Daeran.

{4) Hasil pungutan retribusi sebpaqgaimana dimaksud Pasal O Deratuwran
Dasrah ini disetor ke has Dasrah secara brutto.

asal 10
(1) Setiap Waiib Retribusi waiib menglisi SPTRO,
£2) SPTRD  sebagalimans  JGimakaud ayat (1) pasal ini, <diisil  dengan

jelas, benar dan  lengkap serta  Jditardatangani  oleh Waiils
Retribusi atau kuasanva.

-

{3 Bentuk, izi dan tata cars pengisian 3PTRD ditetspkan olsh Kepala
Daerab. ‘

Pasal 11
Retribusi dipungut Jdi Wilavah Gaerab.
Boan Vil
TRTA CARS PEHBAYHARAM
Vasal 1R
(1) Kepala UDaerah menetapkan tanggal jatuh  tempo pembavaran  dan

penyetoran retribusi  terubang paling lama 30 (tigs pulubl  harid
setelah saat terutang.

{2 SKRD,  SRRDEE, SKRDRBT. 3Tkp, Surat Reputusan Pembetulan, Surat

Keputusan kKebenaran dan Putusan Banding vang menvebabkan  jumlah
retribusi vang harus dibayar bertambah, harus dilurnas:  dalam
jangka wakty paling lamsa L (satu) bulan sejak tangoal diterbit-

Rannyéa .
(%) Kepala Deerah atas permohonan  secard tertulis dalam Bahesa

ITndonasia dari Waiib Retribusi, dapat memberikan perasstuivan
kepada Walib Retribusi untuk mengangsur atau menuyikia pembavaran
retribusi dengan Jdikenakan bunga sebesar ¢ % (dua persen) setiap
bulan.

{4) Tata cara pembavaran, bempalt pembayvaran, penundaan  poenbayaran
retribust <diatur dengan hopubusan kepala Dasrah.

Hoan ¥Iil

FaTs Cary PEMAGTHAN



Pasal 13

(1) Retribusi terutang bordasarhan SKRO,  GEROKDG,  SKROKET.  STRD,

Surat Keputusan Pesmbetulan, Surat Keputusan sSebsnaran dan  Sutug-
san Banding vang tidak atav kurang dibavar oleh Waidlbk ®oetribusi
pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Saksa.

{2) Penagihan ratribusi dengan Surat Paksa <dilaksanakan  berdasarkan
peraturan perundang-undanagan vang borlaku.

AR X

L ADALURARSA

(1) Penagiban retribusi, kadaluwarsa zsetslah malampaul Jangks  wakbu
2 (tiga) tahun terhitung zelak saast terutangnys revribusi,
kecuall apabila Waiilh Retribusi melakukan tindaih pldana i
bidang retribusi.

{Z2) Kadaluwarsa panagihan vetribusl sebagaimana dimaksud  ayvat (1)

pasal ini, btertangguh apabila 3

a. Diterbitkan Surat Taguran dan 3Surat Pakse atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribuy-si
sung maupun tidak langsung.

baik lang-

oo i ¥

TATA CARA PLNGHARUSAN PIUTANG RKTRIBU%%
TAHG KADAL LINARSA

Pasal L%

(L) Piutang retribusi wvang tidak mungkin ditagib lagl karana  hak

untuk melakukan penaginan sudah kadaluwarsa dapat Jdihapus.

(2) Kepala Ueerah menetapkan Keputuzan Penghapusan Piutang Retribusi
Dagrah vyang sudah kadaluwarsae sebagai dimaeksud svat (L} pasal
ini.

B oa b Al
SOHET:D ADMINIATRASE

Pasal 146

jﬁalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membavar, dikenakan sanksi asdminizstrasi berupa bunga sebesar
2 % (dus peraen) setiap bulan dari besarova velribusi terutanyg vang
tidak atau kurang bavar den divagin dongan sengounakan STRD.
1 5 5 A1T
PELAKSANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

£ 1) Pelaksanaan teknis  abas  berlabunys  Peraturan aarah ini

ditetapkan oleh kepsla Daerab.



1

IQEJ Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini., diiahukagxm;ah

Inspektorat Wilayah Kabupaten Blors, Bagian Ketertiban dan
Bagian Hukum Sekretariat Wilayvah/Daerah.

" {3) Kepada aAparat Pelaksapa dan Pengawas sebagaimana dimaksud avat

(1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional vyang
besar Jdan  pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala
Dacrah dan  Jdituarngkan dalam anggaran Pendapatan  dan selania
Daerah.
B AR XKIT1}
SETENTUAN PIOAMA

FPasa 1 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan PDaeirah ini.,
dapat diancam Jdengan pidana kurangan paling lama 6 {enam) bulan atau
denda paling banyvak 4 {empat) kali jumlah retribusi terutang.

nan My
PEMY ITDILKAN

Pasal L%

(1) Pelabat Pegawal degerl Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahn

Daerah dJdiberi wewenanyg khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerabh sebegaimana
dimaksud dalam Undang - undang domor & Tahun 19861 tentandg  Hukum
Acara Pidana.

Wewananag Penvidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal  ini.

adalab: :

4. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti kKeterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana i bidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut wmenjadi  lebih
leangkap dan jelas;

b, Meneliti, wmencari, den mengumpulkan keterangan mengenal
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan  sehubungan dengan tindak pildana retribusi .daarahw
tarsabut;

c. Meminta keterangan Jdan hdranq bukti dari orang 1ba-i atau
badan sehubungan Jdengan tindak pidana di  bidang retribusi
daerah; ,

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dendgan tindak pidang di bidang retribusi daccah;

e, Malakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan  barang . bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti terschut;

f. Mominta bantuan tenaga ahll dalam rangka  pelaksanaan  tugas
panvidikan tindak pidana Jdi bidang retiribusi daerah;

9. Menyuruh Dberhenti, melarang seseorang meninggaikan  ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beritanasung  dan
mamer iksa  Identitas orang dan atau dokumen vang dibawa
sebagaimana dimakaud pada hwruf e

h. Hemotret seseorang berkaltan -dﬁmgun tirdak md«am«z G100 bidang
retribusi deerah;

i. Memanggil  orang untuk didengar Keterangannva  dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penvidikan;

k. FMelakukan tindakan lain yvang perluy yntuk Kelancaran ponyidi-
ronsa b d el b we F odox pp s A b3 oedrn et bt Bire 4 oty mersiir ittt Batilkiun



j Panyidik sebagaimana dJdimaksud ayat (1) pasal inl, memberitahukan
dimulainva penyidikan dan menyampaikan bhasil panyidi kKannva
kepada Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur Dalam
Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang MHukum Acara Pidana.

B oo B FAY
SETERUAN PENUTUR
Panal 20

L 4) Mal-hal vang belum dianur dalam Peraturan pacrah ini, sepanjang
mangenai polaksansaniye ahan diatur lebih ianiut oleh Kepala
Daerah.

(2) Dengan borlakunya Peraturan Daerah ini, maka Feravuran aarah
Kabupaten ULaerah Tingkat 11 Blora Nomor 7 Tahunh 1988 {antang
Makam/Kuburan i kabupaten Daerah Tingkat 11 Blora { tembairan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tahun 1966 Nomor & Gerd b
Nomor 4 ) dinvatakan tidak Lerlaku lagi.

(%) Peraturan Daerah ini mulal perlaku pada tanggal i undangkan,
Agar supaya setiap orang dapat mongetahuinyva, wemen L ntahkan

pengundangan Peraturan Oaerah inl  dengan  penempatannya dalam
tombaran Daarvab.

Ditetvapkan 41 Blora
pada tanggal 2% Oktober 1998

A ILBN RAkYaT OfERAH
AR FeaH RINGKGT 11 BLORS
KA

> LPALA DAERGH T [ekaT 11
& Ao, BLUOURA

Sy e R
&\\@ L ‘ o @l Wakyl HAROJOND
‘ \}.:—::::/7"'
o DISAHKAN _ :
{ Pengan Keputusan Menteri Dalam MNegerd

Diektoiat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daersh
oktur Pembinaans Pemerintahan-l2ag

i Republi Indonwl ‘ .
No. ?} P 5 Rl Tgl. ¢ .8 m,..m‘
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PERATURAMN OAERAH nHBUPQTFN QAERAH TINGRAT 11 leﬁﬁ
NCMOR 32‘ TOaHUN 199G

TEMNTANG
RETRIBUST PELAYAMAN PLMAKAMAN DAN PENGRBUAN MAYAT

PENJELASAK UMUIM.

Sesual dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun L1974 tenlang
Pokok-pokok Pemerintahan (i Daerah,. Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah merupakan sumber pandapatan daerah, agar <aerah  dapat
melaksanakan otonominva, valbu mampy merngur us dan mengatir rumah
tangqanva sendiri.

Sumber pendapatan dacrah tersebut diharapkan mampu  meniadi
$umb&r pembiayvaan bayi penvelengaaraan pemaer ntahan dar
pambanagunan cdaerah serta depat meningkatkan  Kesslabhtersan ma
syarakat. Qleh Karena itu, diperlukan ketentuan/landasan  hukum
vang dapat memberikan  pedoman dan arahan bagil Dacrah Tingkat IT
khususnya Pemscintab Fabupaten Daerab Yingkat 16 Blora dalam hal
pemungutan retribusi.

Sehubungan  dengan telah  ditetapkannya Lipsta e unwlandg
Momor 18 Tahun 1997 tontang Pajak Dasrab Dan Retrifusl  Daevah,
maka seluruh ketentuan vang mengatur tentang Pajabk wan Retribusl
di Daerah Tingkat 17 perlu disesuaikan dengan tndanyg undang
dimaksud. :

Bardasarkan Peraturan Pemsvintab Momor 2w Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah vang merupakan peraturan . peloakzanaan
dari Undang-undang Momor 18 Tabhun 1997, Retribusi  Pelavanan
Pamakaman Dan Pengabuan Mayvat ditetapkan menjadi . salah  satu
jenis retribusi daerah. HMaka dalam vangka meniamia  Retertiban
dan pelayvanan kKepada masyarakat  vang mendapathan  pelavanan
pemakaman <dan pengabuan mayat yvang disediakan  olel Penecintah
Daerah, maka diperlukan pengaturan retribusinva vang Jdituangkan
dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PAGAL DEMI PASAL.

Pasal 1 hurult a s/d @ vukup jelas.

huruf g :

Pasal L huruf h - Retribusi vanag pembayaraniyva Jengan
menggunakan  SGRKRO masa  retribusinva L
(satu) bulan.

%3

Retribusi Yaikl  pembayardonys e naan
mengaunakan dokumen lain vang dipersama-
Kan dengan  SKRD masa retribusinva
harian.

Pasal 3 huruf 1 /4 @ Cukup jelas.
mruf k

Pasal 2 ooukup jelas.



Pasal 3 b
fPasal 4 :
Pasal 5 :

Pasal & s/d Pasal &

e

A=

Pasal v ayat (1)

L1

Pasal 7 avat (2) u

Pasal 9 ayat (3) :
s/ ayat (4)

Pasal 10 avat (1)

e

Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan

Paengabuan Mavat adalah :

1. Tempat Pemakaman;

2. Mendirikan Bangunan di atas tanah
kubur

5. Perngabuan mavat.

varwy - dimaksud dengan Badan adalah suatu
pentuk badan usaha yvang meliputi Perseroan
ferbatas, Perseroan kRomanditer, Parseroan
lainnva, Badan Usaha Hilik Negara atau
baerah Jdengan nama <dan dalam bentuk  apa-
pun, - pearsekutuan, perkumpulan, firma,
konasi, koperasli, vayasan atau organisasi
vang - sejenis, lembaga, dana pensiun,
partulk  usaha teatap serta bantuk  badan
usaha lainnva.

vang  dimakswd dengan Jasa Umum  adalabh
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayvanan yang menyvebabkan baranpg,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnva untuk
tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Cukup jelas.

Vang"dim&k&ud dengan dokumen lain  vang
dipersamakan antara lain berupa kKarcils
masuk, kupon, kartuy langganan.

vang dimaksud dengan tidak dapat diborong-
kan adalah babwa seliwwuh proses  kegistan
pemungutan retribusi tidak dapat diserah-
kay kKepada pilhak ketiga. “Hamun  dalam
pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemerintah Daerah tidak dapat bekeria sama
daengan pihak ketiga. Dengan sangat selek-
tif dalam proses pemungutan retiribusi,
Pamerintah Daerah dapat bekeria SAME
dengan  badan-badan tertentu vang hkKarena
profesionalismenya  lavak diperceya  untuk
ikut melaksanakan sebagian tudgas pemungi-
tan jenis retribusi secara lebib efisien.
kegiatan pemungutan retribusi vang tidak
dapat dikerjasamakan dengan pihak Ketiga
adalah kegiatan parhitungan Lesarnya
retribusi terutang. pengawasan  penveltoran
retribusi dan penagihan retribusi.

Cubkup jelan.

- Kewajiban untuk mengisi  SPTRO  berlaku
bagi wajiib retribusi yang menggunakan
jasa pelavanan pemerintah Dasrah secars
terus menerus, periodik dan berlangga-
nan, mwizal : bulanan, tahunan.

Bagl waiib retribusi vang menorima  jasae
pelavanan  secara  langsung dan tidak
periodik, tidak diwajibbkan untuk mengisi
apTRO dan  cembavaran retribusi  dapat



Pazal 10 ayat (2) »ovukue ieélas.
sfd avat (3)

Pasal 11 s/ s ykup ielas.
Pasal 14 avat (1)

Pasal Le avat (2) z

huruf & kadaluwarsa panagihan
rangaal  penvampalan Surat
byt

hurut b o Yang dimaksud  dengan

malam hal diterbitkan Surat Teqguran,

dihitung seiak
Tequran  terse-

parngakuan utang

retribusi  secara langsung adalabe waiib

retiribusi dengan

masih  menpunyai

e L-um malunasinya

aerahn.

Yang dimabksud
S@CATA tidak

Langsung

retribusi dan

Kepada Pemeritah

pemngakuan  utang
adalahn wa )i

retribusi ticlak ~arda - nvata-nyata
langsung manvatakan babhwa ia  wmengakul
WO UNY Al LA Faby ibhusi - Raspaadcda

Pamar Intah Dasrah.

Pasal 15 s/d Pasal 19: Cukup jelas.
avat (2) ‘

Pramal 19 avat (3) soYang dHmakzud dengan menyampaikan  hasil

peryidikannya

adalah menyvarahkan
kepada  Penuntut Umum

fPolri.

Pasal 20 L Cukug djelas.

R re e o mp—

Penuntut Limuim

hasil panyldikan
melatul  Penyidik



